BUPATI SIJUNJUNG

PROVINSI SUMATERA BARA[T

PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG

NOMOR?tP TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI DA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPAT

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG M

—

BUPATI SIJUNJUNG,

! DOKUMENTASI
EN SIJUNJUNG

AHA ESA

bahwa dalam rangka meningkatkan pelavanan
informasi dan dokumentas) yang berkualitas
diperlukan adanya pedoman nengelolaan pelayanan
informasi dan dokumentasi dj [Lingkup Pemerintahan

Daerah Kabupaten Sijunjung;
bahwa berdasarkan  pertimf

yangan  sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menctapkan Perataran
Bupati tentang Pedoman Pengeclolaan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkup [Penerintahan Daerah

Kabupaten Sijunjung;
Pasal 18 ayat (6) Undang-U
Republik Indonesia;

ndang Dasar Negara

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 19586 tenlang
Pembentukan Daerah Otongm Kabupalen Dalam
Lingkungan Daerah Provingi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik |ndonesia Tahun 1956

Nomor 23); .
Undang — Undang Nomor 1}

tahun 2008 Tentang

Informasi dan Transaksi Elekironik (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran negara Republi Indonesia Nomor 4843);

Undang — undang Nommor 14 tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 61, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

-

Undang - Undang Nomor 29

Tahun 2009 tentang

Pelayanan publik (lembaran negara republik Indonesia

Nomor 5038);
Undang - Undang Nomor 43

tabun 2009 tentang

Kearsipan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun

2009 tentang Kearsipan (Lgm

baga negara Republik

[ndonesia tahun 2009 Nomor [152, tambahan lernbaran
Negara Republik Indonesia Ngmor 507 1);




Menetapkan @  PERATURAN BUPATI TEN

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

on

7. Undang-Undang Nomor 23
Pemenntahan Dacrah (Lemba
Indonesia Tahun 2014 Nor
Lembaran Negara Republik In
sebagaimana telah diubah bg
dengan Undang-Undang Nomor
Perubahan Kedua Atas Unda
Tahun 2014 tentang Pemerintal
Negara Republik Indonesia Ta
Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5479);

8. Peratutan Pemerintah Nomor 7
Pembinaan dan Pengawas
Pemernintah Daerah [Lembar
Indonesia tahun 2005 Non
Lembaran Negara Republik Indo

9. Peraturan Pemerintah Nomor

ahun 2014  tentang
ran Negara Republik
nor 244, Tambahan
donesia Nomor 5587),
rherapa kali, terakhir
9 Tahun 2015 tentang
ng-Undang Nomor 23
nan Daerah (Lembaran
hun 2015 Nomor 58,

Republik  Indonesia

9 tahun 2005 tentang
an  Penyelenggaraan
an negara Republik
nor 165, Tambahan
1esia Nomor 4593);

G tahun 2012 tentang

Pelaksanaan Undang - Undang|Nomor 25 tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembparan Negara Republik
Indonesia tahun 2012 Nomor 215, Tambahan

Lembaran Negara Republik Ind
10. Peraturan Pemerintah Republil
Tahun 2010, Tentang Pelaksa
Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
11. Peraturan Menteri dalam Negeri
tentang pedoman Pengelolaan pg
Dolumentasi di lingkungan ker
atau Pemerintah Daerah);
12. Peraturan Menteri Komunikasi
22/Per/M.Kominfo/12 /20 1(
Pelayanan Minimal di bida

Informatika di Kabupaten / Kotg;

13. Peraturan Komisi Informasi Nq
Tentang Pengklasifikasian Infor

MEMUTUSKAN :

PENGELOLAAN INFORMASI [l
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KAR

BAB [
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.

Pemerintah Daerah Adalah Pemerintah Daerah K
Bupati adalah Bupati Sjjunjung.

Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adal
Lingltungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung.
[Dinas Kominfo adalah Dinas Komunikasi dan
Sijunjung.

esia Nomor 5357);

t Indonesia Nomor 61
naan Undang-Undang
<eterbukaan Informasi;
Nomor 03 tahun 2017
slayanan Informasi dan
nentrian Dalam Negeri

dan Informatika Nomor
tentang Standard
ng Komunikasi dan

mmor 1 Tahun 2017,
nasi Publik.

VTANG PEDOMAN
DAN  DOKUMENTASI
UPATEN SLIUNJUNG.

abupaten Sijunjung.
nh Perangkat Daerah di

Informatika Kabupalen




10.

&k

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19

20.

21.

‘secara sistematis,

Informasi adalah keterangan, pernyalaan, gaggsan, dan tanda-tanda
yang mengandung nilai, makna, dan pesan, balk data, fakta maupun
penjelasannya vang dapat dilihat, didengar, dan|dibaca, yang disajikan
dalam berbagai kemasan dan format sesual dengan perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi secara| elektronik dan non
elektronik.
Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola,
dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan [Publik yang berkaitan
dengan penyelenggara dan penyelenggaraan| Negara dan /fatau
penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya sesuai
dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan [nformas; Publik serta
informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Pelayanan Informasi adalah jasa oleh Pemerintah Kabupaten Sijunjung
kepada masyarakat pengguna Informasi,
Akses Informasi adalah kemudahan yang diberikan kepada seseorang
atau masyarakat untuk memperolch Informasi Publik vang dibutuhkan.
Dokumen adalah data, catatan, dan/atau kegterangan yang dibuat
dan/atau diterima oleh Pemerintah Kabupaten Sijunjung dalam rangka
pelaksaan kegiatannya, baik tertulis diatas kerips atau sarana lainnyva
maupun terekam dalam bentuk apapun, yvang dapat dilihat, dibaca atau
didengar.
Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolablan, penyusunan dan
pencatatan dokumen, data, gambar,dan suara untuk bahan Informasi
Publik.
Komisi Inlormasi adalah Lembaga mandiri yvang | berfungsi menjalankan
Undang-Undang dan Peraturan Pelaksaan, yang menctapkan petunjuk
teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan sengketa
Informasi Publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.
Pengelolaan Dokumen adalah proses pengumpulan, penyusunan,
penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan dap penyajian dokumen

Atasan Pgjabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah sekretaris
Daerah Kabupaten Sijunjung.
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sglanjutnya disebut PPID
adalah pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan, dan/atau peglayanan informasi
lingkungan Kabupaten Sijunjung.
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi | Pembantu selanjutnya
disebut PPID Pembantu adalah Pejabat Pepgelola Inlormasi dan
Dokumentasi yang berada di Organisasi Perangkat Daerah sampai ke
Perangkat Nagari.
Pengguna Informasi Publik adalah orang / badan yang menggunakan
Informasi Publik.
Daftar Informasi Publik adalah catatan vang berisi keterangan seccara
sistematis tentang seluruh Informasi Publik |vang berada dibawah
Penguasaan Badan Publik tidak termasuk Informasi yvang dikecualikan.
Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan / atau badan
hukum Indonesia yang mengajukan permintaan [(nformasi Publik.

Tim Pertimbangan adalah tim yang melakukan pengklasifikasian
informasi dan melakukan uj konsekuensi, sesual  dengan
pengelompokan data / mformasi.
Klasifikasi Informasi adalah pengelompokan infarmasi dan dokumentasi
secara sistematis berdasarkan tugas pokolk dan fungsi organisasi serla
kategori informasi.




Informasi yang dikecualikan adalah informasi )
tidak dapat diakses oleh Pemohon Informas
dimaksud dalam Undang-Undang tentang K
Publik.
Pengujian konsekuensi adalah adalah pengujial
yvang timbul apabila suatma informasi diberika
dengan pertimbangan secara seksama bahwa me
dapat melindungi kepentingan yang lebih besar
atau sebalilnya.

Jangka waktu pengecualian adalah rentang
Informasi yang dikecualikan tidak dapat dia
Informasi Publik.

Mediasi adalah penyelesaian sengketa Informas
melalui bantuan mediator Komisi Informasi.
Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa [
para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi.

23,

24.

25,

26.

Pasal 2

Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokument|
menjamin tata tertib administrasi pengelolaan pel
Dokumentasi di lingkungan pemerintah daerah.

Pasal 3

Pedoaman Informasi dan Dokumentasi ini meliputi ;
hak dan kewajiban pemerintah daerah:
klasifilkasi Informasi Publik;

pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
standar pelayanan Publik

pelaporan; dan

pembinaan dan pengawasan.

e ope ot

BAB 11
HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH T
Bagian Kesatu
Hak Pemerintah Daerah
Pasal 4

Pemerintah Daerah berhak menolak:

a. memberikan Informasi yang dikecualikan ses
peraturan peundang-undangan; dan
b.  memberikan Informasi Publik apabila tidak ses

peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban Pemerintah Daerah
Pasal 5
(1)

Pemerintah daerah wajib:

a. Menvediakan, memeberikan dan/atau mener
vang berada di bawah kewenangan kepacd
Publik, selain informasi vang dikecualikan se

b. Menyediakan Informasi Publik yang akur

menyesatkan;

rang tidak dapat yvang
Publik sebagaimana
lelerbukaan  Informasi

h tentang konsekuens
n kepada masyarakat
nutup Informasi Publik
daripada membukanya

tertentu suaty
oleh Pemohon

walktiu
kses

I Publik anatara pihak

nformasi Publik antara

asi  bertujuan untuk
ayanan Informasi dan

DAERAH

ual dengan ketentuan

ual dengan ketentuan

ribkan Informasi Publik
la Pemohon Informas:
sual ketentuarn;

at, bemnar, dan tidak




Informasi Publik berdasarkan pengklasifikasian tordi

2

(2)

j.  Membuat dan mengumumkan laporan tent

¢. Membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebjakan yang

diambil untuk memenuht hak setia orang

atas Informasi Publik,

antara lain: politik, sosial, e¢konomi, dgn budaya, dan/atau

pertahanan keamanan negara;
c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang
Informasi Publik yang megajukan keberatan;

diajukan oleh Pemohon

e. Menunjuk, mengangkat PPID untuk melaksanakan tugas dan

tangeung jawab serta wewenangnya,
f. Menganggarkan pembiayaan secara me
Informasi Publik sesuai dengan peraturan pen
g. Memanfaatkan maupun menyediakan 53
layanan Informasi Publik, termasuk papan j
Informasi disetiap PD, serta situs resmi b3
(media elektronik dan non elektronik) ;
h. Menetapkan dan memutakhirkan secara b
Publik atas seluruh Informasi Publik vang dil
i, Menetapkan standar biaya perolehan salinan

Publik sesual dengan peraturan ini. serta
laporan kepada Komisi Informasi; dan
k. Melakukan evaluasl serta pengawasan terha
Informasi Publik pada masing-masing PD.
Untuk melaksanankan kewajiban sebagaimana
huruf b, Pemerintah daerah harus membangt

madai bagl layanan
rundang-undangan;

rana dan prasarana
engumuman dan meja
gl Pemerintah Daerah

rrkala daftar Informasi
celola;

Informas Publik;

ang layanan Informasi
menyampaikan salinan

dap pelaksaan layanan

dimaksud pada ayvat (1)
in dan megembangkan

sistermn Informasi dan Dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik

secara baik dan efisien sehingga dapat diakses d

BAB III
KLASIFIKASI INFORMASI PUBL
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Informasi vang wajib disediakan dan diumumka

erigan mudah.

[ K

fiodari
1, meliputi:

1. Informasi yvang wajb disediakan dan diumumkan secara berkala;

2. Informasi yang wajib diumumkan secara serl
3. Infromasi yang wajib tersedia seliap saal.
Informasi yang dikecualikan.

Baglan Kedua
Informasi yang Wajib Disediakan dan D
Pasal 7

a merta; dan

umumkan

Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hurul a, bersifat

terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna

Informast Publilk.

Informasi scbagaimana dimaksud pada aval (1), dapat diperoleh
Pemohon dengan cepat, terpat waklu, biava ringan dan dapat diakses

dengan mudah.




(1)

(2)

Paragraf 1

Informasi yang wajib disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

Pasal 8

Informasi yang wajib disediakan dan diumymkan secara berkala

scbagaimana dimaksud dalam pasal & huruf
paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

a angka 1, dilakukan

Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

&

b.

Informasi tentang profil PD meliputi:

1. Informasi tentang lkedudukan atau de

pmtisilt beserta alamat

lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan

fungsi PD beserta unit-unitnya;

2. Struktur erganisasi, gambaran umum se
singkal pejabat struktural; dan

3. Laporan harta kekayaan bagi pejaba

Hap satuan kerja, profil

i Negara vang wajib

melakukannya setelah diperiksa dan divgriikasi dan dikirimkan
oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke PD untuk diumumkan.

Ringkasan Informasi tentang program da

scdang dijalankan dalam lingkup PD meliput]:

1. Nama dan program kegiatan
2. Penaggung jawab, pelaksana program da
telepon dan / atau alamat yang dapat dih

n/atau kegiatan vang

n kegiatan serta nomaor
ubungi

Target dan/ atau capaian program dan kegiatan

3
4. Jadwal pelaksanaan progam dan kegiatan
l:j

3. Anggaran program dan kegiatan vang
jumlah

0. Agenda penting terkait pelaksanaan tugas
7. Informasi khusus lainnya yang berkaitan

hak masyarakat

8. Informasi tentang penerimaan calon pesd

menyelenggarakan kegiatan pendidikan u

Ringkasan Informasi lentang kinerja dala
narasi tentang realisasi kegiatan vyang |

dijalankan beserta pencapainnya;
Ringkasan laporan keuarigan meliputi:
1. Rencana dan laporan realisasi anggaran
2. Neraca
3. Laporan arus kas dan catalan atas ls
disusun sesuai dengan standar akuntans
4, Daftar aset dan investasi :
Ringkasan laporan akses Informasi Publik mxs
1. Jumlah permohonan Informasi Publik var
2. Waktu yang diperlukan dalam mement
Informasi Publik
3. Jumlah permohonan Informasi Publik
scbagian atau seluruhnya dan permoh
yang ditolak
Informasi lain tentang Peraturan Daecrah,
Keputusan Gubernur atau produk hukum laj
vang mengikat dan / atau berdampak bagi g
Pemerintah Daerah:
Informasi tentang hak dan lata cara memps
pengajuan keberatan, proses penyelesaia
Publik dan pihak-pihak yang bertanggun
dilindungi;

meliputi sumber dan

PD
langsung dengan hak-

rta didik pada PD yang
murm

m lingkup PD berupa
elah maupun sedang

poran keuangan vang
vang berlaku, dan

lipuli;
g diterima;
ihi setiap permohonan

vang dikabulkan baik
onan Informasi Publik

Peraturan Gubernur,
nnya sebagai kebijakan
ublik yang dikeluarkan

rroleh Informasi Publik,

n sengketa Informasi
z jawab untuk dapat

5]




h.

Informasi tentang tata cara pengaduan peny

alahgunaan wewenang

atau pelanggaran yang dilakukan baik olgh Pejabal Pemerintah

daerah maupun pithak yvang mendapatkan iz
Pemerintah Daerah;

n atau perjanjian kerja

Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undg

Informasi tentang prosedur peringatan dini
darurat di setiap kantor Pemerintah Daerah

Paragral 2
Informasi Yang Wajib Diumumkan Secara
Pasal 9

ingan; dan
dan evakuasi keadaan

serta Merta

(1) Informasi yang wajib diumumkan sccara serfa merta sebagaimana

dimaksud dalam pasal 6 hurul a angka 2, merj

npakan Informast yang

dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada avat (1)
2.

d.

e

[

(3) Penyampaian Informasi sebagaimana dimalksug

memenuhi standar pengumuman Informasi yvaity :
potensi bahaya dan /atau besaran dampak y:
pihak - pihak yang berpotensi terkena dampa
prosedur dan tempat evakuasi apabila keadas
cara menghindari dan / atau dampak yang di
cara mendapat bantuan dari pihak yang berw

s W o o

e

T

(4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
cara vang mudah dijangkau masyarakal dan dal:
dipahami,

Format penyampaian daftar informasi publik sebagai
pasal 8, yang dilakukan oleh setiap PD} tercantum
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan B

jenis, penyebaran dan daerah yang menjad;

, meliput;

informasi mengenai bencana alam seperti potensi tsunami gunung
meletus tanah lonsor, banjir, hama penyakit tanaman, cpdemik,
wabah, kejadian luar biasa, kejadian antariksa, dan lain sebagainva;

informas! mengenai bencana non alam sep
atau teknologi, dampak industri, limbah b
lingkungan dan lain sebagainya;

informasi mengenai bencana sosial seperti ke

sosial antar kelompok atau antar masyarakat
berpotens: menular;

racun pada bahan makanan yang dikonsums
rencana gangguan terhadap utilitas publik,

pthak - pihak yang wajib mengumumbkan

megancam hajat hidup orang banyak dan ket

tatacara mengumumkan informasi apabila k
dan :

upaya-upaya yang dilakukan oleh PD dan |
berwenang dalam menanggulangi bahaya da
timbulkan.

Pasal 10

il kegagalan industri
erbahaya, pencemaran

rusuhan sosial, konilik
dan teror;
sumber penyakil yang

| masyarakat; dan
1 pada ayat (1} harus

ang dapat ditimbulkan;
I;

in darurat terjadi;
timbulkan;

enang;

informasi yang dapat
ertiban umum;

padaan darurat terjadi:

atau pihak-pihak yang
n / atau dampak vang

, disampaikan dengan
am bahasa yang mudah

mana dimaksud dalam
dalam lampiran [ vang
fupati i,




Paragraf 3

Informasi Yang Wajib Tersedia setiap Saat

Pasal 11

Infromasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 huruf a angka 3, meliputi:

£l.

b.

T ofL 0

(2)

Daftar informasi Publik pada PD / Unit Kc
termasuk Informasi dikecualikan;,

rja terkail vang tidak

Informasi tentang Peraturan Dacrah, Peraturan Bupati, Keputusan

Bupati atau produk hukum lainnya sebagai ke
dan berdampak bagi publik vang dikeluarkan bag
Informasi tentang organisasi, administrasi, perso
Agenda kerja Pemerintah daerah;

Rencana strategis dan rencana kerja Pemerintah
Informast mengenal kegiatan pelayanan In
dilaksakan, sarana dan prasarana layanan I
dimiliki beserta kualifikasinya, anggaran layd
penindakannya,
Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggara
masyarakat serta laporan penindakannya;
Informasi Publik lain yang telah dinyatakan tes
berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-u

Bagian ketiga
Informasi yang dikecualikan
Paragraf |
Umum
Pasal 12

Informasi pubhk yang dikecualikan schagaimana

6 hurul b, merupakan informasi yang tidak bi

sesual dengan ketentuan peraturan perundang-u

Informasi Yang dikecualikan sebagaimana din

meliputi:

a. Informasi Publik yang apabila dibuka ¢
Pemohon Informasi Publik dapat menghan
hukum, yaitu informasi yang dapat:

l. Menghambat proses penyelidikan dan pe
pidana;

2. Mengungkap identitas informan, pelapor,
vang mengetahui adanya tindak pidana;

3. Mengungkap data intelijen kriminal dan
berhubungan dengan pencegahan dai
bentuk kejahatan tradisional,

4. Membahayakan keselamatan dan kehid
dan/atau keluarganya; dan/atau

5. Membahayakan keamanan peralatan
prasarana penegak hukum.

bijakan yang mengikat
dan publik;
nil dan keuangan;

Daerah;

formasi Publik wvang
nformasi Publik yang
nan Informasi publik

n yang dilaporkan oleh
'buka bagi masyarakat

penyelesaian sengketa
ndangan.

dimaksud dalam Pasal
sa diakses oleh publik
ndangan.

liaksud pada ayat (1),

an diberikan kepada
bal proses penegakan

enyidikkan suatu tindak
saksi dan/atau korban

rencana-rencana Yang
1 penanganan segala

upan penegak hukum

, sarana, dan/atau

b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada

pemohon
perlindungan hak atas kekayaan intelektual
persaingan usaha tidak sehat;

Informasi Publik dapat mengganggu kepenlingan

dan perlindungan dari




c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada
Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap kekayaan alam
Indonesia;

d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada

Pemohon Informasi Publik dapat merugikan ketahanan ekonomi

nasional :

1. Rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional
atau asing, saham dan aset vital milik daerah;

2. Rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman
pemerintah, perubahan pajak, tarif dan pendapatan daerah
lainnva;

3. Rencana awal penjualan atau pembelian lanah atau properti;
dan/atau

4. Rencana awal investasi asing.

Informasi Publik yvang apabila dibuka dapat| mengungkap isi fakta

otentik yang bersifat pribadi dan kemaucan tgrakhir ataupun wasiat

SESCOTang,

f. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan dapat
mengungkap rahasia pribadi, vaitu ;

1. Riwayat dan kondisi anggota keluarga;

2. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan keschatan fsik,
dan psikis seseorang;

3. Kondisi keuangan, aset, pendapatan,| dan rekening bank
seseorang;

4. Hasil-hasil evaluasti  sehubungan dengan  kapabilitas,
intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan
atau

Catatan yang menyangkut pribadi sesq¢orang yang berkaitan

dengan kegiatan satuan pendidikan | formal dan  satuan

pendidikan non formal.

g. Memorandum atau surat-surat anfar PD |atau intra PD, vang
menurul sifatnya dirahasiakan kecuali ptas putusan Komisi
Informasi atau pengadilan; dan

h. Informasi yang tidak boleh diungkapkan |berdasarkan Undang-
Undang.

T

;ﬂ

Pasal 13

Informasi Publik vang dikecualikan sebagaiman dimpksud dalam pasal 12,
merupakan Informasi yang tidak bisa diakses oleh| publik sesuail dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Jangka wakru pengecualian
Pasal 14

(1) Jangka waktu pengecualian Informasi yang| apabila dibuka dan
dibernikan kepada pemohon Inlormasi Publik ddpat meghambat proses
penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2)
huruf a ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) tahun,

{2) Jangka waktu pengecualian sebagaiman dimaksud pada ayat (1)
dikecualikan jika Informasi Publik tersebul telah dibuka dalam sidang
pengadilan yang terbuka untuk umum.




Pasal 15

Jangka Waktu Pengecualian Informasi yang apabila dibuka dan diberika

pada Pemohon Informasi Publik dapal men

gganggu  kepentingan

perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari
persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayau

(2) huruf b ditetapkan berdasarkan peraturan perund

Pasal 16

ang-undangan.

(1) Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yvang apabila dibuka dan

diberikan kepada Pemohon Informasi Publik
kekavaan alam Indonesia sebagaiman dimakst

dapat mengungkapkan
id dalam Pasal 12 ayal

(2] hurual ¢ ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku. A
(2) Jangka Waltu Informasi Publik yang apabila

dibuka dan diberikan

kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengukapkan Rahasia pribadi

seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pass

ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhk

rahasia pribadi seseorang.

(3) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada

dapat dibuka jika :

a. Pihak yang rahasianya diungkap memberik:

dan/atau

b. Pengungkapan berkaitan dengan posisi ses

jabatan publik sesuai dengan ketentuan
undangan.

Pasal 18
Jangka Waktu Pengecualian memorandum atau sur
Intra PD yang berkaitan dengan Informasi yang Dik

dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf g ditetapkan
perundang-undangan.

Pasal 19

(1) PPID atas persetujuan atasan PPID dapal
Informasi yang Dikecualikan

il 12 ayat (2) huraf
an untuk perlindungan

avat (1] dan ayal (2)
N persetujuan tertulis;

corang dalam jabatan-
peraturan perundang

pat-surat antar PD artau
pcualikan sebagaimana
berdasarkan peraturan

mengubah klasifikasi

(2] Pegubahan klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan
Konsekuensi.

Pasal 20

(1] Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud

berdasarkan Penguiian

dalam Pasal 19 avat (2)

dilakukan berdasarkan alasan sebagaimana ter¢antum dalam Pasal 12
scbelum menyatakan suatu Informasi Publik sebagai Informasi yang

dikecualikan.

(2) Dalam melakukan penghitaman atau pengaburan  Informasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID wajib memberikan alasan
dan materinya pada masing-masing hal yvang dihitamkan atau

dikaburkan.

Lk




[nlormas

Pasal 22

yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

ditetapkan dalam bentuk surat penetapan klasifikasi oleh Bupali atas

usulan PPLID.

Pasal 23

Alur mekanisme pengecualian Informasi Publik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12, tercantum dalam lampiran Il yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupali ini.

(1)

(2)

(3)

1)

2)

1)

2)

Pasal 24

Informasi yang Dikecualikan yang telah habis Jangka Waktu
pengecualiannya menjadi Informasi Publik yang dapat diakses oleh
Pemohon Informasi Publik dengan penetapan dam PPID.

Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama
30 (tiga puluh] hari kerja sebelum berakhirnya Jangka Waktu

pengecualian.

Dalam hal penetapan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak

dilakukan, Informasi yang Dikecualikan menjad
saat berakhirnya jangka Waktu Pengecualian.

BAB IV

| Informasi Publik pada

PE.JABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Bagian kesatu
Pembentukan
Pasal 25

Dalam pengelolaan pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi,

dibentuk:

a. Tim pertimbangan Klasifikasi Informasi Data
b. PPID: dan

¢, PPID-Pembantu.

Umum /dikecualikan;

Pembentukan Tim Pertimbangan dan PPID sebagaimana dimalksud
pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan sesuai dengan Surat

Keputusan Bupati Sijunjung.

Bagian Kedua
Tugas, Fungsi dan Wewenang
Pasal 26

Tim Pembahasan Klasifikasi Informasi Daty Umum/Dikecualikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayatl (1) hurufl a, mempunyvai

tugas sebagai berikut ;

a. melakukan uji konsckuensi terhadap Informasi yang dikecualikan
untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputysan Bupati; dan
b. membahas, menyelesaikan dan memutuskan keberatan atas

pelayanan Informasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim
Pertimbangan Klasifikasi mempunyai [ungsi sebagai berikut :

a. pengambilan keputusan terhadap sengketa I
b. penvelesaian masalah lainnya,

nformast; dan




2)

(1)

(2)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
PPID mempunyai wewenang;

a.
b.

Pasal 27

PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasala 25 ayvat (1) huruf b dijabat
oleh kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang bertanggung jawab

kepada Bupati melalui Sekretaris daerah selaku

Atasan PPID.

Dalam pelaksaan tugas PPID sebagaiman dimaksud pada avat (1)

dibantu oleh

a. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagail penyimpan dokumentasi

arsip;

b. Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Dagrah sebagai penasihat

hukum dan penyelesaian sengketa;

c. Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pelavanan informasi;

Pasal 28

PPID sebagamana dimaksud dalam Pasal

mempunyal tugas :

a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasika
informasi dan dokumentasi dari PD:

b. Menyimpan, mendokumentasikan, menve

pelayanan informasi kepada publik;

Melakukan verifikasi bahan Informasi Publik

2 0

5. avar (1) bhumif b

n pengumpulan bahan

diakan dan member

Melakukan pemutakhiran Informasi dar Dolkjumentasi;

e. Menyediakan informasi dan dokumentas] untuk diakses oleh

masyarakat;

. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecuahikan untuk
dilakukan 1uji konsekuensi oleh Tim Pembahasan klasifikasi

Informasi Data Umum /Dikecualikan;

g. Membuat laporan pelayanan informasi yang mencakup :
1. Jumlah permohonan informasi vang diterfima;
2. Wakiu yang diperlukan dalam memenghi setiap permohonan

Informasi Publik;
3. Jumlah permohonan Informasi Publik

yang clikahulican baik

scbagian atau seluruhnya dan permolonan Informasi Publik

yang ditolak; dan
4. Alasan penolakan Informasi Publik.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dirpaksud pada ayat (1)

PPID melaksanakan fungsi :

a. Penghimpunan Informasi Publik dari PD /Unit Kerja; dan
b. Penataan, dan penyimpanan Informasi Publik vang diperoleh dari

PD/Unit Kerja.

Pasal 29

Meminta dan memperoleh informasi dari PD/Un

dalam pasal 25 ayal (1),

L Kerja;

Mengkoordinasikan pengumpulan, pengelolagn, pelayanan, scriag

pemeliharaan informasi dan dokumentasi denga

n PPID-Pembantu;

Mendelegasikan pemenuhan permintaan Informasi kepada PPID-

Pembantu;

Menolak memberikan Informasi yang Dikecuyialikan sesuail dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan dan

Melaporkan penyalahgunaan Informasi vang diberikan Kepada Negara

RI.

1%




(1)

{1}

(3)

(2)

Pasal 30

PPID-Pembantu sebagaimana dimaksud pada pa

sal 25 ayal (1) hurul ¢,

dibentuk untuk membantu PPID dalam pelayanan Informasi Publik dan

Dokumentasi pada setiap PD.

Jabatan PPID-Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat

kepada jabatan :

a. Sekretaris pada PD;

b. Kepala Bagian yang membidangl kesekreta
lingkungan sekretariat Daerah;

Hatan pada Bidang di

c. Kepala Bagian yang membidangi kesekretanatan pada Baglan di

lingkungan Sekretariat DPRD;
d. Kepala UFT;
e. Pemenntahan Nagan beserta unsur;
PPID-Pembantu sebagaimana dimaksud pada
pelaksana Pembantu Teknis dan Administrasi
pimpinan pada masing-masing PD.

Pasal 31

avat (1), dibantu oleh
vang ditetapkan oleh

PPID-Pembantu sebagaimana dimalcsud pada Pasal 25 ayat (1) hurul ¢,

mempunyai tugas:

a, Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan

informasi dan dokumentasi;
b. Menyimpan,
pelayanan informasi kepada publik;
¢. Melakukan verifikasi bahan Informasi Publik;
d. Melakukan pemutakhiran Informasi dan Dok
e. Menyediakan Informasi dan dokumentasi
masyarakat;

mendokumentasikan, menyegiakan dan  member:

Lmentasi;
untulk diakses oleh

[. Melayani permohonan Informasi yang dilakukan oleh masyarakar
dan menyampaikan laporan permohonan Infprmasi tersebut kepada

PPID; dan
g. Melakukan inventarisasi Informasi vang
disampaikan kepada PPID,

Dikecualiltan untuk

Dalam melaksanakan fugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PPID-pembantu mempunyai fungsi:

a. Penghimpunan Informasi Publik Pada Masing-Masing PD; dan
b. Penataan dan penyimpanan Informasi Publik pada masing-masing

FD

Pasal 32

PPID-Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e,

mempunyal kewenangan untuk:

.

Memberikan pelayanan Informasi dan mernolak
vang diketahui/disetujui oleh kepala PD, dengan
1. Kepala PD bertanggung jawab penuh e

permohonan [nformas:
ketentuan:
rhadap scmua proses

pengelolaan Informasi dan Dokumentas! (ilinglungan PD vang

dilaksakan oleh PPID-Pembantu;

2. Kepala PD menandatangani laporan kebgratan atas pelayanan

informasi dan PP1D-Pembantu kcpada PPID.




Bersama-sama dengan PPID melaksanakan
Ajudikasi di Komisi Informasi dan prosecs Al
apabila lerjadi sengketa Inlormasi.

BAB V

STANDAR PELAYANAN PLUBLIE

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 33

Setiap orang berhak memperoleh Informasi Pub
dan/atau mengetahui Informasi serta mendap:
Publik.

PD wajib memberikan Informasi Publik sebag:
ayat (1) melalui:

a. Pengumuman; dan

b. Permochonan.

Bagian kedua
Standar Layanan Informasi Publik Melalui
Pasal 34

PD wajib menhgumumkan Informasi sebagaimana d
dan Pasal 9.

Pasal 35
Informasi yang wajib disediakan dan diumuf
sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diumumkd
dan/atau papan pengumuman vang mudah diakses i

Pasal 36

Informasi yang wajib diummumkan serta merta
dalam Pasal 9 diumumkan dengan menggunak
dipahami, media yang tepat dan digsamp
penundaarn.
PD wanb mengumumkan informasi sebagaimas
(1) mengenai prosedur evakuasi keadaan daru
yvang berpotensi terkena dampak serta met
prasarana bagl penyebar luasan informasi keads
PD yang berwewenang memberikan izin dan/at
dengan pihak ketiga (erhadap suatu kegi
mengancam hajal hidup orang banyak serta kel
a. Mengumumkan prosedur evakuasi keadaan

pihak yang berpotensi terkena dampak; dan
b. Menyediakan sarana dan prasarana yang

penyebar luasan informasi keadaan darural.

(1)

(2)

Bagian Kefiga
Standar Layanan Informasi Publik Melalui
Pasal 37

Seluruh Informasi Publik yang beradan pada PD
Dikecualikan dapat diakses oleh publik melalu
Informasi Publik.

proses mediasi atauy
judikasi di Pengadilan

]

iik dengan cara melihat
itkan salinan Informas:

iimana dimaksud pada

Pengumuman

maksud dalam Pasal &

mkan secara berkala
i1 melalul situs resmi
sleh masyarakat.

sebagaimana dimaksud
an bahasa yvang mudah
alakan tanpa adanya

na dimaksud pada ayat
rat kepada pihak-pihak
wvediakan sarana dan
an darurat.

au membuat perjanjian
atan yang berpotensi
eriiban umum wajib:
darurat kepada pihak-

¥
-

menjadi bagian dari

Permohonan

sclain Informasi yvang
praoscdur permohonan




(3)

(4)

(1)

(2)
(3)

(4)

(1]

Pasal 38

Prosedur pengajuan permohonan secara lertulis
dalam Pasal 37 dapal diajukan secara tertulis

diajukan langsung pada PPID sesuai bidang yvang

Proscdur pengajuan permohonan secara tertulis
pada ayat (1) , sebagai berikut :
a. Mengisi Formulir Permohonan, yang memuat

1. Nomor pendaftaran yang telah duis
permohonan Informasi Publik diregistrasi;
MNama;

Alamat
Pekerjaan;

Nomor telepon/email;

Rincian informasi yang dibutuhkan;
Tujuan penggunaan Informasi;

Cara memperoleh Inlormasi;

. Cara mendapatkan salinan Informasi.
. Melampirkan Kartu Tanda Penduduk,

CENOU! P W

dgngan kelentuan

sebagaimana dimaksud
maupun tidak lertulis,
dibutuhkan.

sebagaimana dimaksud

antara lain

berdasarkan setelah

bag

pemohon atas nama lembaga/organisasi discrtakan dengan Kartu

Tanda Penduduk pimpinan lembaga/o
Notaris/Surat Pembentukan Lembaga/Organ
Apabila Dokumentasl persyaratan sebagaimana

belum dipenuhi oleh Pemohon Informasi Publik,

meminta kelengkapan data kepada pemohon den
Dalam hal Informasi Publik yang diminta tidj
maka PPID menjawab dan menvarankan agar Pq
PD lain yang terkait dengan informasi yang dibut
Alur mekanisme permohonan Informasi Pubhik

pada ayvat (1) dan Format Formulir Permohonan
dimaksud pada ayat (2) serta Format Surat Per
data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terc
I, lampiran IV dan lampiran V yang merupaka
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 39

Permohonan Informasi Publik secara tidak

ganisasi, dan Akta

|Sasl.

dimalksud pada ayat [2)
maka PPID akan

gan mengirim sural.

nk dikuasai oleh PPID
mohon mengajukan ke
uhkan.

sebagaimana dimalosud
Informasi sebagaimana
mohonan kelengkapan
antum dalam lampiran
1 bagian tidak terpisah

tertulis  sebagaimana

dimaksud dalam pasal 38 ayal (1) dapat dilakukan secara lansung

maupun secara online dengan
ppid.sijunjung.go.id;
Permohonan Informasi Publik secara udak

dimaksud diatas harus tetap dicatat dalam form

memanfaatkan

aplikasi

tertulis  sebagaimana
1lir permohonan.

Alur mekanisme Permohonan Informasi Publik secara tidak tertulis

sebagaimana dimaksud pada ayal (1) tercanty
yang merupakan bagian tidak terpisahlkan dari H
Alur mekanisme permochonan Informasi Publik
memanfaatkan aplikasi sebagaimana dimaksud |
dalam Lampiran VII yang merupakan bagian
peraturan Bupati ini.

Pasal 40

PPID mengkoordinasikan pencatatan Permohsq
dalam register permohonan.

im dalam lampiran VI
eraturan Bupat: ini.

secara online dengan
rada ayat (1) tercantum
tidak terpisahkan dar

rian  Informasi Publilk




7)

(1)

(2)

e

PPID wajib memastikan formulir permohonar

yang telah diberikan

nomor pendaftaran sebagai tanda bukti pempohon Informasi Publik

diserahkan kepada Pemohon Informasi Publik.
Dalam hal permohonan Informasi Publik di
elektronik atau pemohon datang langsung, B
pemberian nomor pendaftaran pada saat permol
Dalam hal permohonan Informasi Publik dilaky
faksimile atau cara lain yvang tidak memung
memberikan nomor pendaftaran secara |
memastikan nomor pendaftaran dikirim kepad
dengan pengiriman Informasi Publik.
PPI} wajib menyimpan salinan [ormulir pe
diberikan nomor pendaftaran sebagai tang
Informasi Publik.
Register permohonan sebagaimana dimaksud pd
Nomor pendaftaran permohonari;
Tanggal permohonan,

Nama pemochon;

Alamat;

Pekerjaan;

Nomor kentak;

Informasi publik yang diminta;
Tujuan penggunaan informasi,

RO 0o g

Format informasi yang disukai,

ingin melihat atau mendapatkan informasi,

lalkulkan melalui sural
PID wajib memastikan
wnan diterima.

tkan melalui surat atau
cinkan bagi PD untulk
angsung, PPID  wajib
a pemohon bersamaan

rrmohonan vang telah
la bukti permohonan

da ayat (1) memuat:

Status informasi untuk mencatat apakah Pemohon Informasi ingin
melihat atau mendapatkan salinan informasj;

Jenis permohonan untuk mencatat apakph Pemohon Informasi

I. Keputusan untuk menerima, menolak, ata menyarankan kepada
PD lain bila Informasi yang diminta berada dibawah kewenangan PD

lain;
. Alasan penolakan bila permohonan Informas
Hari dan tanggal pemberitahuan tertulis sérl
Biaya; dan

TR 3R

diminta.
Format register permohonan scbagaimana di
tercantum dalam lampiran [V yang mer
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 41

i Publik ditolak;
a pemberian Informasi;

Cara pembayaran untuk mendapatkan |[Informasi Publik vang

maksud pada ayat (6]
upakan bagian fidak

Dalam hal Pemchon Informasi Publik bermaksud uniuk melihat dan

mengetahui Informasi Publik, PPID wajib:

a. Membenkan akses bagi Pemochon untuk melihat Informasi Publik
vang dibutuhkan ditempat yang memadal untuk membaca
dan/atau memeriksa informasi Publik vang dimohon;

b. Memberikan alasan tertulis apabila permohonan Informasi Publik

ditolak; dan
c. Memberikan Informasi tentang tata cara
beserta formulirnya bila dikehendaki.
Dalam hal pemohon Informasi Publik meminta
wajib mengkoordinasikan dan memastikan:

mengajukan keberatan

salinan Informasi, PPID

16




(3)

(4)

(2)

(3)

(4)

(6]

a. Pemohon Informasi Publik memiliki akses u
Publik vang dibutuhkan di tempat yang me
dan/atau memeriksa Informasi Publik yang d

b. Pemohon Informasi Publik medapatkan s
dibutuhkan;

c. Pemberian alasan tertulis apabila permohg
dan

d. Pemberian Informasi tentang tata cara
beserta formulirnya bila dikehendaki.

PPID memastikan Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud
pada ayat {1) dan ayat (2) dibantu dalam melengkapi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a paling lambatl 3
lik diajukan.

PPID memastikan permohonan pemohon Informasi Publik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercatat dalam register permohonan

(tiga) hari kerja sejak permohonan Informasi Puly

sebagaimana dimaksud dalam pasal 40.
Pasal 42

PPID wajib memberikan pemberitahuan tert

Pemeberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud

tidak;

b. Pemberi tahuan kepada PD yang menguasai

alasannya;
d. Bentuk Informasi yang tersedia;

c. Biaya dan cara pembayaran untuk mendapatkan Informasi Publik

yang dimohon;
f. Waktu yang butuhkan untuk menyediakan
dimohon;

g. Penjelasan atas penghitaman/pengburan informasi yang dimohon

hila ada; dan

h. Penjekasan apabila informasi tidak dapat diberikan karena belum

dikuasai atau belum didokumentasikan.

Dalam hal Informasi Publik yang dimohon diberjkan baik sebagian atau
seluruhnya pada saat permohonan dilakukan,
menyampaikan pemberi tahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bersamaan dengan Informasi Publik yang dimohon.

Apabila Informasi Publik yang dimohon, diputuskan untuk diberikan
honan dilakukan, PPID
wajlb menyampaikan pemberitahuan tertulis dan Informasi Publik vang
dimohon kepada pemohon Informasi sesuai dengan jangka waktu vang

baik sebagian atau seluruhnya pada saat pemg

diatur dalam peraturan Bupati ini.
Dalam hal Permohonan informasi Publik

menyampaikan pemberitahuan tertulis bersamaan dengan
Keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan Informasi.
Surat Keputusan PPID sebagaimana dimaksud pada avat (5) paling

sedikit memuat:

a. Nomor pendaftaran;
b. Nama;

c. Alamat;

d. Pekerjaan;

ntulk melihat Informasi
madal untuk membaca

Informas:
nan Informasi ditolak;

mengajukan keberatan

ulis yang merupakan
jawaban PD atas setiap permohonan Informasi Publik.

pada ayat (1) memuat:
a. Informasi Publik yang diminta berada dibawah penguiasaannya atau

Informasi yang diminta
dalam hal Informasi tersebut tidak dibawah penguasaannya;

c. Menerima atau menolak permohonan Informasi Publik berikut

Informasi Publik yang



(7)

(8)

(9)

(10)

Biaya perolehan salinan dan/atau pengiriman Inf
dibutuhkab dibebankan kepada Pemohon Informas
fotocopy, CD dan kurir/pos,

(1)

(2)

(3)

Nomor telepon/faksmile/email;
Informasi yang dibutuhkan;
Keputusan pengecualian dan penolakan infot
Alasan pengecualian;
Konsekuesnsi yang diperkirakan akan tin
dibuka dan diberikan kepada pemohon infors
Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksu
Informasi Publik yang dimohon disampaikan pal
hari sejak permohonan diterima.

Dalam hal PPID beldim atau mendokumentasika
dimohon dan/atau belum dapat memutuskan
dimohon termasuk Informasi Publik vang
memberitahukan perpanjangan waktu pemberi
alasannya.
Perpanjanagn sebagaimana dimaksud pad
penyampaian Informasi Publik yang dimohonj d
7 (tujuh) hari kerja sejak jangka waktu

o g

masi;

nbul apabila informasi
masi.

l dalam ayat (1) DAN
ing lambat 10 (sepuluh)

n Informasi Publik vang
apakah Informasi yang
¢ dikecualikan, PPID
tahuan tertulis beserta

a ayat [(8) beserta
ilalkkukan paling lambat
pemberitahuan terulis

scbagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan dan tidak dapat

diperpanjang lagi.
Format pemberitahuan tertulis sebagaimana d
dan Surat Keputusan Penolakan sebagaimana g
tercantum dalam lampiran VIII danlampiran IX
tidak terpisahkan dari Peratturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Biaya
Pasal 43

Bagian Kelima
Pengajuan Keberatan
Pasal 44

Pemohon Informasi Publik berhak mengajuk
alasan sebagai berikut:
Terdapat penolkan atas permohonan Informa
Tidak disediakan Informasi berkala; _
Tidak ditanggapinyan permohonan Informasi
Permohonan Informasi Publik ditanggapi tida
diminta:
€. Tidak dipenuhinya permohonan Informasi Py
f. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
g. Penyampaian Informasi Publlik melebihi wak
dalam peraturan Bupati ini.
Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pa
pada Atasan PPID melalui PPID,
Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pa
dikuasakan kepada pihak lain yang cakap dihad

s O

imaksud pada ayat (2)
limaksud pada ayat (5),
rang merupakan bagian

brmasi Publik apabiloa
351 Publik berupa biava

fan  keberatan dengan
si Publik;

Publik;
k sesuai dengan yang

blik;
tu sehagaimana diatur
Ha ayat (1) ditujukan

da ayat (1) dapat
apan hukum.




(1)
(2)

(1)
(2)

(3)

(9)

(1)
(2)

Pasal 45

PPID wajib mengumumkan tata cara pengelola
dengan nama, alamat,dan nomor konta PPID.
PPID dapat menggunakan sarana komunikas
menerima keberatan sesual dengan kemampus
dimilkinya.

Bagian Keenam
Registrasi Keberatan
Pasal 46

an keberatan disertai

i vang efektif dalam
an sumber daya yang

Pengajuan keberatan dilakukan dengan cara merjgisi formulir keberatan

yang disediuakan oleh PPID.

Dalam hal pengajuan keberatan disampaikan scgara tidalk tertulis, PPID
wajib membantu pemohon Informasi Publik yang mengajukan

keberatan atau pihak yang menerima kuasa unty
keberatan dan kemudian memberikan nomaor
keberatan.
Formulir keberatan sebagaimana dimaksud g
sedikit memuat;
Nomor registrasi pengajuan keberatan;
Nomor pendaftaran permohjonan Informasi Py
Tujuan penggunaan Informasi Publik;
Identitas Pemohon Informasi Publik yang men
Identitas kuasa Pemohon Informasi Publik ya
Keberatan bila ada;
Alasan pengajuan keberatan;
Kasus posisi permohonan Informasi Publik;
Waktu pemberian tanggapan atas keberatan y
[petugas;
i. Nama dan tanda tangan Pempohon Informasi
mengajukan keberatan; dan

e pooTp

e

=S

1k mengisikan formulir
registrasi pengajuan

yadan avat (1) paling

1blik

igajukan keberatan;
ng mengajukan

ang diisi oleh

Publik yang

j. Nama dan tangan petugas yang menerima pengajuan keberatan.

PPID wajibmemberikan salinan formulir ke

beratan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) kepada Pemohon Informasi Publik vang
mengajukan keberatan atau kuasanya sebagal tanda terima pengajuan

keberatan.
Format formulir keberatan sebagaimana dim

aksud pada ayat (3

tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 47

PPID mencatat keberatan daloamregister keberatan.
Format register keberatan sebagaimana dirmnaksud pada avat (1) Paling

sedikit memuat:
a. Nomor registrasi pengajuan keberatan;
b. Tanggak diterimanya keberatan;

c. ldentitas pemohon Informasi Publik dan/atau kuasanyan yang

mengajukan keberatan,;

Nomor pendaftaran informas: Publik;
Informasi Publik yang diminta;
Tujuan penggunaan Informasi;
Alasan pengajuan keberatan;
Keputusan atasan PPID;

=2 Rl -8
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(3)

(1)

(2)

(3)

Format Alur mekanisme pengelolaan keberatan se
dalam Pasal 46 samapai dengan Pasal 48, tercanty
yvang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peratu

(1)

PPID melaporkan hasil pelayanan Informasi Publik s
sekali (bulanan) kepada Atasan PPID.

i. Hari dan tanggal pemberian tanggapan atas keberatan,

j. Nama atasan PPID; dan
k. Tanggapan Pemohon Informasi.

Format Register keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2]
tercantum dalam bentuk formulir isian yang dipersiapkan oleh

pelayanan / helpdesk PPID Utama.

Bagian Ketujuh
Tanggapan atas keberatan
Pasal 48

Atasan PPID wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan

tertulis yang disampalakan kepada Pemochonan

mengajukan keberatan atau pihak yang menerim

30 (tiga puluh) hari sejak dicatatnya pengaj

register keberatan.

Keputusan tertulis sebagaimana dimaksud pada

memuat:

a. Tanggal pembuatan surat tanggapan atas keb

b. Nomor surat tanggapan atas keberatan;

c. Tanggapan/jawaban tertulis atasan FPID
diajukan;

d. Perintah atasan PPID kepada PPID untuk
atau seluruh Informasi Publik vang diminta
diterima; dan

e. Jangka waktu pelasanaan perintah sebagai
huruf d.

PPID wajib melaksanakan keputusan tertulis sg

pada ayat (1) pada saatnya ditetapkan keputusan

Pasal 49

BAB VI
PELAPORAN
Pasal 50

Informasi Publik yang
a kuasa paling lambat
nan keberatan dalam
ayvat (1] paling sedikit
gratan;

atas keberatan yang

memberikan sebagian
dalam hal keberatan

mana dimaksud pada
bagaimjana dimaksud

tertulis tersebut,

rbagaimana dimaksud
m dalam lampiran XI
ran Bupati ini.

FPID-Pembantu berkewajiban menyampaikan [laporan kepada PPID

secara berkala dan sesuai kebutuhan, meliputi:
a. Jumlah permchonaninformasi Publik yang dit

b. Waktu yang diperlukan dalam memenubhi

Informasi Publik;
c. Jumlah permchonan Informasi Publi yang dik
atau seluruhnya dan permohonan Informasi y
d. Alasan penolakan Informasi Publik.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dig
laporan PPID kepada Bupati melalui atasan PPID

Pasal 51

erima;
i setiap permohonan

abulkan baik sebagian
ang ditolak

unakan sebagai bahan

wecara berkala scbulan
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BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASA]

PABAL 52

Fat

(1) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai PPID melakukan

pembinaan terhadap PPIDPembantu disetiap PD);
(2) Pengawasan pelayanan Informasi Publik

dilakulkan memialui

pengawasan atasan langsung secara berjenjang berupa pembuatan
laporan harian pelaksanaan tugas pelayanan Infgrmasi Publik.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 53

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sijjunjung
Nomor 79 tahun 2014 tentang Pedoman Pengalolaan Informasi dan

Dokumentas: di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturab Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diun

Syunjung, dicabut dan

dangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dalam penempatan dalam berita daerah Ka

bupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal % fieober 2018

BUPATI SIJUNJUNG,

¥

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 29) Oeber~ 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

dtao
ZEFNIHAN
BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2

Salinan sesuai dengan ashnya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

L

WANDRNFAHRIZAL, SH
Pembina Tk, I/ IV.b
Nip. 19710705 199803 1 011

dto

LISWIR ARIFIN

018 NOMOR &/
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LAMPIRAN IV

PERATURAN
NOMOR
TENTANG

PPID KABUPATEN SIJUNJU

i Prof M Yamin SH, Muara Sijunjung

Rabupaton Stfcotins  glo (0754) 20388

email ; ppadas g o

BUPATI SLTUNJUING

1 nly  TAHUN 2018

PEDOMAN PENGELOLAAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SIMNIUNG

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLTK {PJRDH&NG&N]

G

!

KOMINFO

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Momaor i PPID-2016
Nama

Alamat

Pekerjaan

Momor Telepon/E-mail

Rincian Informasi Yang
Dibutuhkan (tambahkan kertas

hila periu)

Tujuan Pengeunaan Informasi

Cara Memperoleh Informasi

i D Mendapatkan salinan infermasi
Cara medapatkan salinan : 1. |:| Mengambil langsung
informasi
2. [ Kurir
3. D Pos
4, [ ] E-mail
B O R vy 75T 1) OO ORONPRIONRRR | 1111114311
Petugas pelayanan Informasi
{penerima Permohon)
AR S e ) (.
Mama & Tanda Tangan ™

Kelerangan |
= Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publi

i Pilih salah satu dengan memberi tanda (V)
i Corel yang tidak perlu

. D Melihat/membaca /mendengarkan/mencatat ***

hardcopy/softcopy) =+

lan/tahun)
Pemohon Informasi

ama & Tanda Tangan

A
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[

VI

Di balik formulir permohonan informass

Dicetak informasi berikut

Hak-Hak Pemohon Informasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukan Informasi Publik

Pemohon Informasi berhak untuk meminta selurub informasi yang berada di Badan Publik kecuali
(a) Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat | menghambal proscs
pengakuan hukum; menganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan
dari persaingan usaha tidak sehat; membahayakan pertahanan dan keamanan negara, mengungkap kekayaan

Indonesia; merugikan ketahan ckonomi nasional; merugikan kepentingan luar neperi; mengungkap isi akta

otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat sesgorang, mengunghap rahasia pribadic

memorandumatau  surat-surat antar badan Publik atav intra Ba

an Publik vang menurut sifatnya

dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengaflilan; Informasi yang tidak bolch

diungkapkan berdasarkan Undang- Undang. (b) Badan Publik juga da
belum dikuasai atau didokumentasikan.

Pastikan anda mendapat tanda bukti permohonan informasi ber

informasi/ppid. Bila tanda bukti permohonan informasi tdak d

pat tidak memberikan informasi yang

Tpn nomor pendaftaran ke petugas
iberikan, tanvakan kepada petugas

informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lenghap

Permohon  Informasi berhak mendapatkan pemberitahpan tertulis (entang  diterima atau  tidaknva

permolionan informasi dalam jangka wakin 10 (sepulub) hari k

erja sejab diterimanya permohonan

informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis 1

x 7 hari kerja, dalam hal ; Informasi yang diminta belum dik

1asai/didokumentasikan/belum dapat

diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informast yang dikecualikan atau tidak.

Biaya yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat keputusan Pimpinan badan

Publik adalah (diisi sesuar dengan sural keputusan Pimpinan Badan Pu

iblik}

Apabila pemohon informasi tidak puas dengan keputusan badan Publik {misal: menolak permintaan
anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pémohon informasi dapat mengajukan

keberatan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga Puluh) h

ari kerja sejak permohonan informasi

ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib| memberikan tanggapan tertulis atas
keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnvag 30 (tiga puluh) har kera sepuk

diterima/dicatatnya pengajuan dalam register keberatan,

Apabila pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan atasan PPID, maka pemohon informast dapat
mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam jungka wakiu 14 {(empat belas) hari kerja sejak

diterimanya keputusan atasan PPID oleh informasi Publik.




FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK (ORGANISAST)

Logo (Nama Organisasi)

Organisasi

(dlamat Crganisasi, No Telp, Emafl )

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PLBLIK

Momor ; (Namor Sural)

MNama

Alamat

Pekerjaan

MNomor Telepon/E-mail

Rincian Informasi Yang
Dibutuhkan (lambahkan kertas
bila periu)

Tujuan Penggunaan Informasi

Cara Memperoleh Informasi : 15 EI Melihat'membaca /mendenparkan

fhencatal *=*

2 D Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy) =%+

Cara medapatkan salinan : 1. [ ] Mengambil langsung

informasi
2. D Kurir
3. [:] Pos
4. [:] E-mail

...................... EMBAth. e errcienreieenceee o {lENEER DU
Petugas pelavanan Informasi
{penerima Permohon)
(od el o e A e A BN ) (i
Nama & Tanda Tangan MNa
Keterangan
b Diisi aleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Ininrmam Publik
iy Pilih salah satu dengan memberi tanda (5]

A Coret vang tidak perlu

Salinan sesuai dengan aslinya

Fembu‘la Tk. I (IV/b)
NIP. 19710705 199803 1 011

o

it takiun )
Pemohon Informmasi

ma & Tanda Tangan

fuaro Sijunjung, B PEY 2018
BUPATI SITUNJUNG

dto

YUSWIR ARIFIN




LAMPIRAN V

PERATURAN EUPA]'I SITUNJUNC

NOMOR
TENTANG

TAHLUN 2018
l:.DﬂMAh PENGELOLAAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN STTUNIUNG

SURAT PERMOHONAN KELENGKAPAN DATA

PPID KABUPATEN SIJUNJUNG @
j Jin Frof M Yamin SH, Muaro Sifunjung
Rakapuion Sifeniins  polp (0754) 20388 email ; ppld@sfuniung go i
KOMINFC
SURAT PERMOHONAN KELENGKAPAN|DATA
Nomaor : f PPID-2018
NOMOR Kepada
Sifat Penting
Lampiran @ - I s s e e e
Perihal Permohonan Kelengkapan di
Data Pemohon Muaro Sijunjung,
Memindak lanjuti surat dari .. .. Nomor .. ...perihal

vy SOS0E denban Undan” Undang

}mmor 14 Tahun 2008 tentang

Kﬂterbukaan Informasi Publik Pasal 1 ayat (12) dimana pemohon Informasi Publik adalah

Warga Negara dan/atau badan hukum Indonesia yang
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan Pera
Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa
dimana pemohon wajib melengkapt dokumen-dokumen

1. Mengisi Formulir Permohonan Informasi.

mengajukan permintaan informasi
thran Komisi Informasi Nomor 2
Informasi Publik Pasal & avat (2)
sebagal berikut:

2. ldentitas pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (KTF), bagi pemohon atas nama
lembagalorganisasi maka yang dibutuhkan Kartu Tanda Penduduk pimpinan

lembaga/organisasi.

L9 |

Bagi pemohon atas nama lembaga/organisasi maka wajib menyertakan Akta Pendiri

Organisasi/Surat Keputusan Pembentukan Organisasi.

Demikian disampaiakan, atas perhatian dan kerjapamanya diucapkan teimakasih.

MUARO SHUNJUNG, 2018
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI

KABUPATEN SITUNJUNG

Salinan sesuai dengan aslinya

Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19710705 199803 1 011

Muaro Sijunjung, 44 gk 2018
BUPATI SIUNIUNG

dic

YUSWIR ARIFIN
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LAMPIRAN VIII

PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG

NOMOR : ¢t TAHUN [018

TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTIAH KABUPATEN SIJUNJUNG

PEMBERITAHUAN TERTULIS

Berdasarkan permohonan informasi pada tanggal .. bulan .. |tahun ... dengan nomor
pendaftaran * ....., kami menyampaikan kepada Saudara/i:
MNama :

| Alamal B P e e e e e

No. Telp./Email
Pemberitahuan scbagai berikut:

A. Informasi dapat Diberikan
No | Hal-hal Terkait Informasi Keterangan

1. | Penguasaan Informasi Publik * | [] Kami
[] Badan Publik lain, yajtu

[] Softcopy (termasuk rgkaman)
2. | Bentuk Fisik yang tersedia** [0 Hardcopy/salinan tertlis

] Rp. ... X ... (jmilh lembar) = Rp. ...
LT} il Rp: i
3. | Biaya yang dibutuhkan*** [] Lain2 Rp. ...
] Jumiah Rp
4. | Wakw penyediaan | - han a

|
5. | Penjelasan pﬂnghiuunanfﬁéﬁééﬁd{'uﬁr informast yang dimphon®**** (tambahan kertas
bila perlu)

B. Informasi tidak dapat diberikan karena : **
[ ]informasi yang diminta belum dikuasai

[ Jinformasi vang belum diminta belum didokumentasikan
Penyediaan informasi yang belum didokumentasikan dilakukan dalam jangka waktu ........

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI
KABUPATEN SIJUNJUNG,

...............................................................

*Diisi sesual dengan nomor pendafiaran pada formulir permohenan |
**pilih salah satu dengan memberi tanda (V)
“**hiaya penyalinan (fotocopy atau CD) danfatau biaya pengiriman (khusus Kirir dan pos) sesuan dengan standar
biaya vang ditentukan
##+3iika ada penghitaman informasi dalam suatau dokwmen, maka diberikan alasan penghitamannya
wwsr2diisi dengan keterangan wakiu vang jelas untuk menyediakan informasi vang diterima

Muaro Sijunjung, 4/ pemler 2018
BUPATI SIIUTNILING

dio
YUSWIR ARIFIN

| Pembinh Tk. I (IV/b)
NIP. 19710705 199803 1 011




LAMPIRAN IX

PERATURAN BUPAT] SITUNJUNG

NOMOR

th TAHUN 2018

TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN

INFORM

AST DAN DOKUMENTASI

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SLIUNJUNG

PPID KABUPATEN SIJUNJU

Hn Prof M Yamin SH, Muaro Sijunjung
Telp (0754) 20348 i

prldidheijninig, void

PPID

f Radupaten Sigunfiiny

Momor ! ! PPID-2018

MNama
Alamat

No.Telp/Email
Rincian Informasi yang dibutuhkan

PPID memutuskan bahwa Informasi yang dimohon adalah ; b=
I INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NG

kil
KOMINFO

SLIRAT KEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAN PERMOHOMNAMN

..........................................

Pengecualian
infermasi didasarkan
Pada alasan

L D Pasal Tl b Uy kip. *

D Pasal ... Undang-undang ......... ***
Bahwa berdasarkan Pasal- pasal diatas, membuka Informasl tersebut dapat menimi

Dengan demikian menyatakan bahwa :

ulkan konsekuensi sebagal berikut

PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK

lika Permohonan Informasi keberatan atas penclakan ini maka Pemohon  Inforn
kepada atasan PRID selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) harl kerja sejak menerima s

Keterangan;

~ Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi B
ER

i Sesuai dengan Pasal 17 huruf j UL KIP, diisi oleh PPID sesuai dengan Pasa

dan undang-undangnya).
% 3k

ol

_‘[E_I':t_l..l_uﬂ sebagairr]ana diatur dalam UU KIP dan Peraturan ini.

nasi dapat mengajukan keberatan
urat keputusan ini.

B e T30 | ¢ PR {tanggal, bulan,dan tahun)

Informasi dan dokumentasi {PPID)

Tandatangan

ublik.

Diisi oleh PPID sesuai dengan pengecualian pada Pasal 17 hurufa - i UU KIP.

| Pengecualian dlam

Undang = Undang lain yang mengecualikan Informasi yang dimohon tersebut (sebutkan pasal

Diisi oleh petugas dengan memperhatikan batas tentang jangka waktu pemberitahuan

Muaro Sijimjung,

thtapr 2018

BUPATI SHUNJUNG

Y

Salinan Seéguai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM dan HAM

WANDRI FAHRIZAL, SH
Pembina Tk. I (IV/bj
NIP. 19710705 199803 1 011

dio
USWIR ARIFIN




LAMPIRAN X

PERATURAN BUPATI §IJTUNJUNG

NOMOR : gf TAHUNRO18

TENTANG : PEDOMAN|PENGELOLAAN INFORMASI
DAN DOKYMENTASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG

FORMULIR KEBERATAN

[nama badan publik dan alamat, nomor mlﬁpﬁ, faksimili, email, dsﬁ
Logo badan

publik PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMAS]

A. Informasi pengaju keberatan : fdifsi petugas)
Momar Pendaftaran Permohohona

Informasi
Tujuzn Penggunaan Inflormasi

Jdentitas Pemohon
Mama

Aldamint

Identitas Kuasa Pemohon **
MNama

Adamat

Momar Tebepon

B, Buias pengajuan keberatan **"

a Permohonan [nformast ditolak
Informasi berkals tidak discdiakan
Permintaan Informasi tidak ditanggapi
Permintaan Informasi ditanggapi tidak sesusi dengan vang diminta
Permintaan nformasi tidak dipenuhd
Biaya yang dikenakan tidak wajar

i Informasi disampaikan melebihi dalam jangka fwakie yanp direntukan
C. KASUS POSISI (tambahan kertas bila perlu)

- —

b S =T S =

D.HARITANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN : francgal), [bulan/, fiuhuny {dis
petugas****
Demikian keberatan i sava sampaikan, atas perhalian dan langgapannyi. saya ueapkdn terimakasih

L DT T e ——— |tanggal]. [bulan], |[rabunf*****
Mengetahuj, ****es Pengaju Keberatan
Petugas [nformasi

(penerima Keberatan)
B e o et s ) [ e S ]
Mama & Tanda Tangan Mama & Tanoa Tarngzian
KETERANGAN i

i Momor register pengajuan keberatan diisi bedasarkan buku regisler pengag|ian keheratan

e Identilas kuasa pemohon diisi jika ada kuasa pemohonnya dan melampirkpn siral kuasa

Rk Scauai dengan pasal 35 UL KIP, dipilib oleh pengaju keberatan sesuai denpan slasan keberalan yang

digjukan

e Diisi dengan Ketentuan jangks wakio dalam UL KIP
bt langgal diisi dengan tanggal ditcrimanya pengajuan keberatan yaitu seiak lkebernlan dinyatskan
fengkap sesuai denga buku register pengajuan keberatan
wawsxs  [yglgm hval keberatan diajukan sccara lagsang, maka lormulic keberatan jijga ditanda tangani oleh
petugas yang menerina pengaiuan keberatan

W

Muare Sijunjung, et 2018
BUBRATI SHUNJUNG

dto

YLSWIR ARIFIN

WANDRMFAHRIZAL, SH
Pembina Tk. I (IV/Db)
NIP. 19710705 199803 1 011

|
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PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYAN
DOKUMENTASI PEMERINTAH DAER

Menimbang

Mengingat

KESATU

NOMOR : 188.45/ %9 /KPTS,

. bahwa berdasarkan pertimbang

. Peraturan Menteri Dalam Neg

. Peraturan Bupati Sijunjung Noi

: Menetapkan Tim
Dokumentasi Pemerintah Daerahl
officion dengan susunan Tim seb
lampiran keputusan ini.

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SIJUNJUNG

TENTANG

BUPATI SIJUNJUNG

Bupati Sijunjung nomor 56 tal
pengelolaan layanan informa
linglkungan Pemerintah Daerah
menetapkan tim pertimbangan
Pemerintah Daerah Kabupaten S

dalam huruf a, perlu menetapka
Pembentukan Tim Pengelola
Dokumentasi Pemerintah Daeral

Undang-Undang Nomor 12
Pembentukan Daerah Of
Lingkungan Daerah Propinsi Su
Undang-Undang Nomor 11 Tak
dan Transaksi Elektronik;
Undang-Undang Nomor 14
Keterbukaan Informasi Publik;
Undang-Undang Nomor 23
Pemerintahan Daerah sebagair
kali terakhir dengan Undang-U:
tentang Perubahan Kedua atas
Tahun 2014 tentang Pemerintal
Peraturan Pemerintah Nomor
Pelaksanaan Undang-Undang
tentang Keterbukaan Informasi
Peraturan Pemerintah Nomor
Penyelenggaraan Sistim dan Tra

tentang Pedoman Pengelolaan
Dokumentasi Kementerian Dal
Daerah;

Pedoman Pengelolaan Inform
lingkungan Pemerintah Kabupat

MEMUTUSKAN :
Pengelola L

BPT-2020

[AN INFORMASI DAN
AH TAHUN 2020

. bahwa untuk melaksanakan Pasal 25 ayat (2) Peraturan

wn 2018 tentang pedoman
si dan deokumentasi di
Kabupaten Sijunjung perlu
dan PPID di lingkungan
junjung;
an sebagaimana dimalksud
n Keputusan Bupati tentang
layanan Informasi dan
1 Tahun 2020;

Tahun 1956
cnom  Kabupaten
matera Tengah;
iin 2008 tentang Informasi

tentang
dalam

Tahun 2008 tentang
Tahun 2014 tentang
lana telah diubah beberapa
ndang Nomor 9 Tahun 2015
Undang-Undang Nomor 23
1an Daerah;
61 Tahun 2010 tentang
Nomor 14 Tahun 2010
Publik;

82 Tahun 2012 tentang
nsaksi Elektronilk;
reri Nomor 3 tahun 2017
Pelayanan Informasi dan
am Negeri dan Pemerintah

mor 56 tahun 2018 tentang
asi dan Dokumentasi di
'en Sijunjung;

,a_vaﬁan Informasi dan
Tahun 2020 secara ex
agaimana tercantum pada




KEDUA

KETIGA

- Wewenang PPID Utama sebagai

. Uraian tugas Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

sebagaimana dimaksud Diktum kesgtu sebagai berikut:
a. Tim Pertimbangan Layanan Informasi: |

1. membahas dan mengusulkan jenis informasi yang
dikecualikan untuk selanjutnya ditetapkan dengan
Keputusan Bupati;
2. membahas, menyelesaikan dan memutuskan tanggapan
atas  keberatanyang  diajukan oleh  pemohon
informasi;dan '
3. menyelesaikan hal-hal yang belum diatur.
b. PPID Utama:
1. merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasi-kan
dan mengendalikan pengumpulan  informasi,
mengklasifikasi informasi, mendokumentasikan
informasi dan memberikan |pelayanan informasi dari
PPID pembantu;

2. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan,
dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada
publik;

3. melakukan verifikasi bahap informasi publik dari
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
pembantu sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi;

4. melakukan uji konsekuensi atas informasi publik yang
dikecualikan;

5. melakukan penyediaan pemutakhiran informasi dan
dokumentasi agar dapat di akses oleh masyarakat; dan

6. melaksanakan advokasi perjgaduan dan penyelesaian
sengketa informasi publik.

c. PPID Pembantu:

1. memberikan layanan infprmasi publik kepada
masyarakat sesuali deng peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

2. membantu PPID dalam
kewenangan nya;

4. membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi
dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit
kerjanya;

5. menentukan atau menetapkan suatu informasi
dapat/tidaknya diakses oleh publik; dan

6. mengkonsultasikan informasi| yang dikecualikan kepada
PPID.

ana dimaksud Diktum
kesatu sebagai berikut:
a.menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.menentukan  atau meneta suatu informasi
dapat/tidaknya diakses oleh publik;
c.meminta dan memperoleh informasi dan unit/kerja
komponen/satuan kerja vang menjadi cakupan kerjanya;,
d.mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan
PPID pembantu dan/atau pejabat fungsional yang menjadi
cakupan kerjanya; dan
e.menugaskan PPID pembantu dan/atau pejabat fungsional
untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara
informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.




KEEMPAT . Sebagai biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan
ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dalp Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 pada masing-masing Perangkat
Daerah.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku/pada tanggal di tetapkan,

Tembusan ini disampaikan Kepada Yth:

ool o8 o

Ditetapkan di Muaro Sijunjung

- Aaoals e A wil
Pads-yggal; 25 A
)
e s,
M iI I::‘.'__' s i
e :
1Y) i

Ketua DPRD Kab. Sijunjung di Kandang Baru;

Inspektur Daerah Kab. Sijunjung di Muaro Sijunjung.
Kepala BAPPPEDA Kab. Sijunjung di Muaro Sijurnjung
Lain-lain yang dirasa perlu




A, Pembina

B. Pengarah

C. Tim Pertimbangan

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN BUPATI SIJUNJUNG

NOMOR : 188,45/
TENTANG

JKPTS-BPT-2020

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTAS] PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2020

1. Bupati Sijunjung
2. Wakil Bupati Siju
3.8ekretaris Daerah

4.Asisten Pemerintal
S5.Asisten Perekonom
6.Asisten Administrg
7.Inspektur Daerah
8.Kepala Dinas Pend
9. Kepala Dinas Kom
10.Kepala Dinas Peru
Lingkungan Hidug
11.Kepala Dinas Pem
dan Nagari

12.Kepala Dinas Kepe
13.Kepala Dinas Perh
14 Kepala Dinas Pari
15.Kepala Dinas Pert
16,Kepala Dinas Perd
Koperasi Usaha k
17.Kepala Dinas Peks
Penataan Ruanga
18.Kepala Dinas Sosi
Perempuan dan F
19.Kepala Dinas Perp

dan
TjUIg
Kabupaten Sijunjung

1an dan Kesra
lian dan Pembangunan
isi Umum

idikan dan Kebudayaan
unikasi dan Informatika
mahan , Pemukiman dan
)
berdayaan Masvarakatn

endudukan dan Sipil
lubungan

wisata dan Olahraga
Anian -
agangan , Perindustrian,
ecil Menengah

rjaan Umum dan

n

al , Pemberdayaan
erlindungan Anak
ustaan dan | Kearsipan

20. Kepala Dinas Pe
Keluarga Berenc

endalian Penduduk dan
a

21.Kepala Dinas Kesehatan

22 Kepala Dinas Ket
Transmigrasi

agakerjaan dan

23.Kepala Dinas Pelayanan Modal

Satu Pintu

24 Kepala Dinas Pangan dan Perikanan

25.Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah

26 .Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

27 Kepala Badan Ke
Daya Manusia

28 Kepala Badan Pen
Daerah

29.Kepala Satuan Pol

Pemadam Kebaka

30.Kepala Kesatuan |
Masvarakat

egawaian dan Sumber

anggulangan Bencana

isi Pamong Praja dan
ran
Bangsa dan Perlindungan




. PPID Utama
E. PPID Pembantu

Kepala Dinas Komun

b G

4

8.
9.

10.
11,
3.
13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.

20.
21.
22,
23,
24,
25,
26.
4
28 Sekretaris Camat
29 Sekretaris Camat
30.8ekretaris Camat
31.Sekretaris Camat
32 Sekretaris Camat

33.8ekretaris Camat
34 Sekretaris Camat

. Sekretaris Dinas

Kabag Umum pa
Kabag Umum pa

kasi dan Informatika
a Sekda Kabupaten
a Sekretariat DPRD

Kepala Bagian Pelayanan RSUD Sijunjung

Kebudayaan
Sekretaris Dinas
Pencatatan sipil

Masyarakat dan
Sekretaris Dinas
Sekretaris Dinas
Kearsipan

Sekretaris Dinas
Sekretaris Dinas
Sekretaris Dinas |
Informatika
Sekretaris Dinas |
Penataan Ruang

Komunikasi dan

Pekerjaan Umum dan

Sekretaris Dinas Perumahaan dan
Kawasan Pemukiman Lingkungan Hidup
Sekretaris Dinas Batpol PP dan Pemadam

Kebakaran

Sekretaris Dinas Bosial Pemberdayaan

Perempuan dan H

erlindungan Anak

Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan dan

Transmigrasi

Sekretaris Dinas Pangan dan Perikanan
Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana

Sekretaris Dinas
Kecil dan Usaha
Sekretaris Dinas

Perdagangan Industri
Kecil Menengah
Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pil‘lt‘;tl

Sekretaris Dinas
Olahraga
Sekretaris Badan

Periwisata Pemuda dan

Perencanaan, Penelitian

dan Pengembangan Daerah

Sekretaris Badan
Daerah
Sekretaris Badan

Keuangan dan Aset

Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sekretaris Badan
Bencana Daerah

Penanggulangan

Sekretaris Kesatuan Bangsa dan Politik

Kamang Baru
Tanjung Gadang
Lubuk Tarok

Sijunjung

IV Nagari

Koto VII
Sumpur Kudus




35.Sekretaris Nagari
36.3ekretaris Nagari
37.Sekretaris Nagari
38.8ekretaris Nagari
39.Sekretaris Nagari
40.Sekretaris Nagari
41.Sekretaris Nagari
42 Sekretaris Nagar
43.Sekretaris Nagari
44 Sekretaris Nagari
45.8ekretaris Nagari
46.Sekretaris Nagari
47 Sekretaris Nagari
48.Sekretaris Nagari
49 Sekretaris Nagari
50.Sekretaris Nagari
51.8ekretaris Nagari
52 .Sekretaris Nagari
53 .8ekretaris Nagari
54.Sekretaris Nagari
55.8ekretaris Nagari
56.5ekretaris Nagari
57.Sekretaris Nagari
58.Sekretaris Nagari
59.5ekretaris Nagari
60.8ekretaris Nagari
61.Sekretaris Nagari
62.8ekretaris Nagari
63.Sekretaris Nagari
64.Sekretaris Nagari
65.3ekretaris Nagari
66.Sekretaris Nagari
67.5ekretaris Nagari
68.Sekretaris Nagari
69.5ekretaris Nagari
70.Sekretaris Nagari
71.8ekretaris Nagari
72.Sekretaris Nagari
73.8ekretaris Nagari
74.Sekretaris Nagar
75.Sekretaris Nagari
76.Sekretaris Desa K
77 .8ekretaris Nagari
78.8ekretaris Nagari
79.8ekretaris Nagari
80.Sekretaris Nagari
81,8ekretaris Nagari
82 Sekretaris Nagari
83.5ekretaris Nagari
84 Sekretaris Nagarn
Selatan
85.8ekretaris Nagari
86.Sekretaris Nagari

jjunjung

dang Batu
ilokek

ematang Panjang
olok Ambah

Koto Tuo
Mundam Sakti
Batu Manjulur
ampung Baru
Padang Sibusuk
Pamuatan

Limo Koto
Palaluar

Bukit Bual
Tanjung
Padang Laweh
Persiapan Padang Laweh

Guguak
Silantai




F. Bidang Pendukung

87.Sekretaris Nagari
88.Sekretaris Nagari
89 Sekretaris Nagari
90,Sekretaris Nagari
91.Sekretaris Nagari
92.Sekretaris Nagari

isawah
nggan

jung Bonai Aur
umpur Kudus
amparungo
umanis

93 .Sekretaris Nagari Manganti

94 Sekretaris Nagari Sumpur Kudus Selatan
95 Sekretaris Nagari Tanjung Labuah
96.Sekretaris Nagari Tanjung Bonai Aur

Selatan

1. Bidang Dokumentasi dan Pelayanan

Informasi

2. Bidang Pengelolaan dan Klasifikasi

Informasi

o

4. Sekretariat DPRD

Bidang Fasilitasi 5

engketa Informasi

JUPATI SIJUNJUNG,




